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ABSTRAK

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan penelitian
untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan
ketergantungan daerah terhadap belanja modal dengan kualitas laporan keuangan
sebagai variabel pemoderasi. Data penelitian berupa 15 LKPD Audited pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung TA 2013-2022. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 148 data observasi berdasarkan teknik sampling
jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda untuk
data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan
efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Ketergantungan daerah
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kualitas laporan keuangan dapat
memoderasi pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal. Penelitian
ini memiliki kontribusi praktis yang dapat digunakan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian
anggaran belanja modal di daerah.

Kata kunci : Belanja modal; Kemandirian daerah; Efektifitas PAD; Kualitas laporan
keuangan



ABSTRACT

Capital expenditures are budget expenditures for acquiring fixed assets and other
assets that provide benefits for more than one accounting period. This study
examines the influence of regional independence, PAD effectiveness, and regional
dependence on capital expenditure, with financial reports' quality as a moderating
variable. The study uses 15 financial statements of district/city governments in
Lampung Province from 2013 to 2022. The sample used in this research was 148
observation data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis
for panel data. This study indicates that regional independence and PAD
effectiveness do not affect capital expenditure. Regional dependence positively
affect on capital expenditure. The quality of financial reports can moderate the
influence of regional dependence on capital expenditure. This study has practical
contributions that can be used by the Ministry of Home Affairs and Regional
Government to improve policies in allocating capital expenditure budgets in the
regions.

Key words : Capital expenditure; Regional independence; PAD effectiveness;
Regional dependence; Financial reporting quality
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fajriati dkk., 2022). Otonomi
daerah memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan antar
Pemerintah Daerah (Pemda), potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara (UU Nomor 23, 2014). Pemerintah pusat bertanggung jawab
atas urusan agama, pertahanan dan keamanan nasional, sistem peradilan, kebijakan
fiskal dan moneter, urusan luar negeri dan fungsi khusus lainnya seperti
perencanaan ekonomi makro dan standar nasional (Akita dkk., 2021). Selain itu,
salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah Pemda mempunyai tanggung
jawab yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kartikasari & Rohman, 2019). Bentuk
pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan fasilitas layanan
publik seperti penyediaan jalan yang memadai sebagai penunjang perekonomian

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana



di bidang kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran pada sektor kesehatan dan
pendidikan akan mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi (Paudel, 2023).

Penyediaan jalan yang memadai serta sarana dan prasarana di bidang
kesehatan dan pendidikan diselenggarakan oleh Pemda menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran belanja modal. Suandani
(2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Kondisi anggaran belanja modal pada pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10 (sepuluh) tahun terakhir
(2013-2022) menunjukkan kecenderungan fluktuatif sebagaimana disajikan pada
Gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1. Anggaran Belanja Modal Pemda di Provinsi Lampung 2013-2022
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Berdasarkan Gambar 1.1. di atas, nilai anggaran belanja modal tertinggi
pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp5,92 Triliun. Pada Tahun 2018-2020 nilai
anggaran belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp3,55 Triliun pada Tahun
2020. Sementara itu pada Tahun 2021-2022 anggaran belanja modal kembali

mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp4,05 Triliyun pada Tahun 2022.



Selanjutnya jika dibandingkan dengan total belanja daerah, rata-rata
persentase belanja modal pada Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung TA
2022 sebesar 16,30% dari total belanja daerah. Rincian rata-rata persentase belanja
modal pada Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10
(sepuluh) tahun terakhir (2013-2022) disajikan pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2. Persentase Belanja Modal TA 2013-2022

Rata-Rata Persentase Belanja Modal pada Pemda Kabupaten/Kota
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Perbandingan belanja modal di atas mengukur persentase jumlah anggaran
yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh anggaran
belanja daerah. Persentase lebih dari 50% menunjukkan bahwa sebagian besar
penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan insfrastruktur (LKPD Provinsi
Lampung, 2023). Belanja modal pada TA 2013-2022 kurang dari 50% dari total
belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Lampung belum memprioritaskan belanja modal. Peningkatan pembangunan fisik
perlu dilakukan karena kondisi jalan kabupaten/kota, puskesmas, dan sekolah yang
secara kualitas lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi jalan,

puskesmas, dan sekolah pada kabupaten/kota di Indonesia.



Berdasarkan data Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang
dipublikasikan dalam situs Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa persentase kemantapan jalan
kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar 47,33% (Ditjen Bina Marga, 2023).
Angka tersebut masih di bawah rata-rata persentase kemantapan jalan
kabupaten/kota pada seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 60,77% (Ditjen
Bina Marga, 2022). Jika ditinjau dari kondisi permukaan jalan, maka jalan
kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kondisi baik sebesar 27,45% (Ditjen
Bina Marga, 2022). Angka tersebut lebih rendah 11,94% jika dibandingkan dengan
rata-rata persentase permukaan jalan dengan kondisi baik dari seluruh
kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 39,39% (Ditjen Bina Marga, 2022).

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang
dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada bulan Juli 2023, di
wilayah Provinsi Lampung terdapat 318 puskesmas (Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung, 2023). Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang
keberadaannya sangat penting kerena terlibat langsung dengan masyarakat dan
merupakan konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat. Oleh
karena itu, puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota
berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk
jenjang tingkat pertama. Gambar 1.3. berikut ini menunjukkan jumlah puskesmas

di Provinsi Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022).



Gambar 1.3. Jumlah Puskesmas Tahun 2013-2022
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Berdasarkan Gambar 1.3. di atas dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas di
Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian jika dibandingkan
dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani
oleh sebuah puskesmas rata-rata sebanyak 20.000 penduduk, maka perbandingan
jumlah puskesmas di Provinsi Lampung per 100.000 penduduk pada periode 10
tahun terakhir (2013-2022) sebesar 4 (3,46 s.d. 3,67). Angka tersebut belum
memenuhi standar yaitu 5 puskesmas per 100.000 penduduk atau 1:20.000
penduduk. Gambar 1.4. berikut ini menunjukkan perbandingan jumlah puskesmas
di Provinsi Lampung terhadap jumlah penduduk dalam periode 10 tahun (2013-
2022).

Gambar 1.4. Jumlah Puskesmas per Jumlah Penduduk Tahun 2013-2022
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Berdasarkan data Statistik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
2022-2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi pada bulan Februari 2023, persentase ruang kelas dengan kondisi
baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah dasar negeri di Provinsi Lampung
sebesar 38,28%. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata persentase dari
seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 42,26%. Sementara itu persentase ruang
kelas dengan kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah menengah
pertama negeri di Provinsi Lampung sebesar 50,22%. Persentase tersebut masih di
bawah rata-rata persentase dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 53,00%.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agent harus
memberikan performa (kinerja) yang baik dan maksimal kepada rakyat sebagai
principal (Halim & Abdullah, 2006). Dalam menilai keberhasilan organisasi
publik, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja dalam rangka perbaikan serta
peningkatan performa di masa yang akan datang. Kemampuan pemerintah daerah
dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah serta kondisi keuangan
daerah dapat dinilai melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.
Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa dalam proses pengalokasian sumber daya
keuangan, pengambilan keputusan, perbaikan komunikasi kelembagaan, dan
laporan pertanggungjawaban publik dapat didukung dengan adanya pengukuran
kinerja keuangan daerah.

Pemda memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pengalokasian
sumber daya dan pendanaan lain yang digunakan untuk pengalokasian anggaran

Pemda termasuk anggaran belanja modal. Otonomi daerah membuat perubahan



anggaran Pemda menjadi penganggaran berbasis kinerja (Kuntari, 2019). Kinerja
keuangan daerah ditunjukkan melalui kemampuan keuangan pemerintah daerah
dalam pembiayaan untuk melaksanakan otonomi daerah. Analisis keuangan daerah
merupakan salah satu cara dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Kondisi anggaran belanja modal dengan kecenderungan fluktuatif dan
persentase belanja modal yang kurang dari 50% di atas membuat pengujian faktor-
faktor yang mempengaruhi penganggaran belanja modal menjadi penting untuk
dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya telah menguji analisis keuangan dan faktor-
faktor lainnya yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal
diantaranya dilakukan dengan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arif &
Arza, 2018; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita &
Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022;
Fajriati dkk., 2022), efisiensi keuangan daerah (Arif & Arza, 2020; Indiyanti &
Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022;
Darmastuti dkk., 2022; Fajriati dkk., 2022), kemandirian derah (Arif & Arza, 2018;
Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Samudra & Handayani, 2020;
Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022), derajat desentralisasi
fiskal (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita & Nurhasanah,
2020; Samudra & Handayani, 2020; Wibisono dkk., 2021), derajat kontribusi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita &
Nurhasanah, 2020), ketergantungan daerah (Purnamawati, 2019; Nurhasanah dkk.,
2023; Novita & Nurhasanah, 2020; Khafif & Romandhon, 2022), tingkat

pembiayaan SiLPA (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020),



jumlah penduduk (Samudra & Handayani, 2020), keserasian belanja daerah (Arif
& Arza, 2018), pertumbuhan ekonomi (Samudra & Handayani, 2020), dan
pertumbuhan PAD (Andani, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan
data sekunder dalam satu atau lebih Pemda diantaranya pada Provinsi Sumatera
Barat, Bali, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dengan
periode bervariasi 5, 6, dan 10 tahun mulai dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2020.
Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah,
efektifitas PAD, dan ketergantungan daerah terhadap belanja modal. Kemandirian
daerah yang tinggi mengindikasikan kinerja keuangan yang baik dari suatu
pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan mandiri
atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik
menunjukkan kemandirian pemerintah daerah (Arif & Arza, 2018). Kemandirian
daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan
membandingkan pendapatan asli daerah dan jumlah total pendapatan daerah yang
bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman (Indiyanti &
Rahyuda, 2018). Indiyanti & Rahyuda (2018), Purnamawati (2019), Samudra &
Handayani (2020), Wibisono dkk. (2021), dan Darmastuti dkk. (2022)
menyimpulkan bahwa semakin tinggi kemandirian daerah maka pengalokasian
anggaran belanja modal juga semakin tinggi. Sementara itu penelitian Arif & Arza
(2018), Kartikasari & Rohman (2019), dan Andani (2022) menjukkan bahwa
kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya
ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh

kemandirian daerah terhadap belanja modal menjadi menarik untuk dilakukan.



Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD agar mencapai
target digambarkan melalui efektivitas PAD. Pencapaian PAD yang lebih besar dari
targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasikan pada belanja modal
(Indiyanti & Rahyuda, 2018). Kinerja yang baik dari suatu pemerintah daerah
diantaranya dinilai dari semakin tingginya efektivitas PAD (Halim, 2019).
Purnamawati (2019) menyimpulkan bahwa semakin tinggi efektivitas PAD maka
anggaran belanja modal akan semakin tinggi. Namun hasil penelitian yang
dilakukan oleh Arif & Arza (2018), Indiyanti & Rahyuda (2018), Andriyani (2020),
Wibisono dkk. (2021), Andani (2022), Darmastuti dkk. (2022), dan Fajriati (2022)
menunjukkan hasil yang berbeda yaitu efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap
belanja modal. Adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka
pengujian pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal menjadi menarik
untuk dilakukan.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah  diukur berdasarkan
perbandingan antara realisasi dana perimbangan dan jumlah realisasi pendapatan
daerah. Semakin rendah ketergantungan daerah yang dihasilkan maka semakin baik
kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Ketergantungan
daerah di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih
tinggi (LKPD Provinsi Lampung, 2023). Nurhasanah dkk. (2023) menyatakan
bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Novita
& Nurhasanah (2020) dan Khafif & Romandhon (2022) menyimpulkan bahwa
semakin rendah tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka

semakin tinggi pengalokasian anggaran belanja modal. Sementara itu Purnamawati



(2019) menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh langsung
terhadap belanja modal. Dengan adanya perbedaan pada hasil penelitian
sebelumnya, maka pengujian pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja
modal menjadi perlu untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya
variabel pemoderasi yaitu kualitas laporan keuangan yang diproksikan dengan opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK setiap
tahunnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu
bentuk tanggung jawan pemerintah daerah selaku agent kepada rakyat selaku
principal atas pengelolaan sumber daya ekonomi suatu daerah (Rangkuti, 2022).
Dalam laporan keuangan, informasi yang berpengaruh kepada rakyat sebagai
principal dalam proses pengambilan keputusan harus disajikan secara sepenuhnya
(full disclosure) oleh pemerintah daerah sebagai agent (Zulkarnain & Andriansyah,
2018). Selain itu, penelitian ini menggunakan tingkat pembiayaan SiLPA dan
ukuran Pemda sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan agar fokus
penelitian tentang pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan
ketergantungan daerah terhadap belanja modal menjadi tepat serta model regresi
yang diperoleh untuk memprediksi variabel dependen menjadi lebih baik.

Informasi terkait kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan ketergantungan
daerah diperoleh dari LKPD yang dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam
pengambilan keputusan, evaluasi pengelolaan keuangan daerah, merencanakan

APBD termasuk pengalokasian anggaran belanja modal dan kontrol internal
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Pemda. Setiap tahunnya, Pemda menerbitkan LKPD yang merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban Pemda atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Penilaian atas kewajaran LKPD dilakukan oleh BPK setelah memeriksa LKPD
dengan mengeluarkan pernyataan berupa opini. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD
dinyatakan dalam 4 opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Penjelasan kewajaran terhadap informasi LKPD disajikan atas dasar kriteria opini
sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kriteria
opini tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hasil pemeriksaan BPK atas LPKD Pemda di Provinsi Lampung Tahun
Anggaran (TA) 2022 menunjukkan terdapat 7 LKPD Pemda dengan opini WTP, 5
LKPD Pemda dengan opini WTP-WDP, dan masih terdapat 3 LKPD Pemda dengan
opini WDP. Tabel 1.1. berikut ini menunjukkan opini LKPD Pemda di Provinsi
Lampung selama periode 10 tahun terakhir (2013-2022).

Tabel 1.1. Opini LKPD Pemda di Provinsi Lampung TA 2013-2022

No. | pnggaran| WTP | ‘ppp | WOP | TW | TMP | G Kot
1 2013 5 0 8 1 0 14
2 2014 5 3 6 0 1 15
3 2015 4 6 4 0 1 15
4 2016 11 1 3 0 0 15
5 2017 11 1 3 0 0 15
6 2018 10 3 2 0 0 15
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Tahun WTP- Jumlah Pemda

No. Anggaran WTP DPP WDP | TW | TMP Kabupaten/Kota
7 2019 12 1 2 0 0 15

8 2020 12 1 2 0 0 15

9 2021 12 1 2 0 0 15

10 2022 7 5 3 0 0 15

Sumber: LHP BPK, diolah
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 diantaranya

menjelaskan karakteristik yang menggambarkan kualitas laporan keuangan yang
baik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan
demikian laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan
keuangan pemerintah daerah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah
daerah, maka laporan keuangan harus disajikan secara berkualitas sehingga dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan
sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Rangkuti, 2022).
Pertanggungjawaban pengeloalaan keuangan secara transparan dan akuntabel
kepada masyarakat dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui penyajian laporan
keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dengan kualitas yang rendah dapat
menyebabkan kekeliruan pada proses analisis dan pengambilan keputusan oleh
pengguna laporan keuangan (Firmansyah dkk., 2022). Termasuk dalam
pengambilan keputusan ini yaitu terkait pengalokasian anggaran belanja modal
untuk penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masayarakat.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi

masalah-masalah sebagai berikut:
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a. Kualitas penyediaan jalan serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan
pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih di
bawah rata-rata dari seluruh provinsi di Indonesia.

b. Nilai anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022) menunjukkan
kecenderungan fluktuatif.

c. Rata-rata persentase belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022) kurang dari
50% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota
di Provinsi Lampung belum memprioritaskan belanja modal.

1.3  Pembatasan Masalah

Pembatasan penelitian hanya pada informasi keuangan yang ada dalam

LKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD kabupaten/kota di

Provinsi Lampung TA 2013 s.d. 2022.

1.4  Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini yaitu:

a. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal?

b. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal?

c. Apakah ketergantungan daerah berpengaruh terhadap belanja modal?

d. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh kemandirian

daerah terhadap belanja modal?
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e. Apakah kualitas laporan keuangan memoderasi pengaruh efektivitas PAD
terhadap belanja modal?
f. Apakah kualitas laporan keuangan memoderasi pengaruh ketergantungan
daerah terhadap belanja modal?
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:
a. Untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja
modal.
b. Untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja
modal.
c. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketergantungan daerah terhadap
belanja modal.
d. Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam
hubungan kemandirian daerah dan belanja modal.
e. Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam
hubungan efektivitas PAD dan belanja modal.
f.  Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam
hubungan ketergantungan daerah dan belanja modal.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keguanan bagi

berbagai pihak, diantaranya:
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a.

Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengembangan literatur dalam bidang
akuntansi sektor publik serta melengkapi literatur terkait dengan pengalokasian
belanja modal pada penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat
digunakan untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran

belanja modal di daerah.
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